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Abstrak. Financial institutions are the agency business have wealth in the form of financial assets.Wealth 

of assets this wealth used to keep the business in the field of financial services, good provision of funds to 

finance productive business and needs consumption, and financial services not financing.Financial 

institutions bank is an example of a a financial institution that help in the process of funding to the 

community, but in giving funding to the community, banking institutions cannot reach to all levels of 

society, especially people in rural areas.Therefore now micro financial institution, a special established to 

meet financing people in rural areas.But in giving funding to the community, the micro finance institution 

is do not give clearly the requirements that had to filled by the potential borrower. So a borrower confusion 

to access the funding.Therefore the community is still many would pendaan from moneylenders.Research 

made an author in the form of thesis is aimed to know a law of micro financial institution in several kinds 

financial institutions and to know the legal relation between customers with micro financial institution 

connected with the aim of an increase in the income of the poor and / or low income according to 

legislative regulations.Research juridical this is a normative, for using secondary data as their main source 

of, in the form of materials primary law, legal material secondary and tertiary legal material.The rule of 

law on mfi as the analysis of the case which is raised in relation about the requirements that given by 

mfi.The result of research review writer, that a micro financial institution in doctrine financial institutions 

is a financial banking mfi.This can be proved that in imposition, the determination of interest rates, the 

determination of payment process and licensing almost the same as financial institutions banking.Then the 

legal relation of micro financial institution in accomplishment is that in imposition, the determination of 

interest rates, the determination of payment and permit process is specificity compared to financial 

institutions banking but the goal is to increase value of enterprise.So that in doing legal action with 

customers, so are the goal is to increase their and community welfare, especially the poor and / or low 

income. 
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Abstrak. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset 

keuangan (financial assets). Kekayaan berupa aset kekayaan ini digunakan untuk menjalankan usaha di 

bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, 

maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Lembaga keuangan bank merupakan salah satu contoh lembaga 

keuangan yang membantu dalam proses pembiayaan kepada masyarakat, akan tetapi dalam memberikan 

pembiayaan kepada masyarakat, lembaga perbankan tidak dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat, 

terutama masyarakat di pedesaan. Maka dari itu lahirlah lembaga keuangan mikro, yang khusus didirikan 

untuk memenuhi pembiayaan masyarakat di pedesaan. Akan tetapi dalam memberikan pembiayaan kepada 

masyarakat, lembaga keuangan mikro tersebut tidak memberikan secara jelas persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh calon nasabah. Maka calon nasabah kebingungan untuk mengakses pendanaan tersebut. 

Maka dari itu masyarakat masih banyak yang meminjam pendaan kepada tengkulak/rentenir.Penelitian 

yang dibuat penulis dalam bentuk skripsi ini untuk mengetahui kedudukan hukum lembaga keuangan 

mikro dalam bermacam-macam lembaga keuangan dan untuk mengetahui hubungan hukum 

antaranasabahdenganlembagakeuanganmikrodihubungkandengantujuanpeningkatanpendapatanmasyarakat

miskindan/atauberpenghasilanrendah menurut peraturan perundang-undangan.Penelitian ini bersifat 

Yuridis Normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang berupa bahan-bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Aturan hukum mengenai LKM sebagai 

analisis kasus yang dimunculkan dalam kaitannya tentang persyaratan yang diberikan oleh LKM.Hasil dari 
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penelitian yang ditelaah penulis, bahwa Kedudukan Lembaga Keuangan Mikro di dalam doktrin lembaga 

keuangan merupakan lembaga keuangan Perbankan LKM. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dalam 

penetapan persyaratan, penetapan suku bunga, penetapan proses pembayaran dan perizinan hampir sama 

dengan lembaga keuangan perbankan. Kemudian hubungan hukum Lembaga Keuangan Mikro dalam 

pencapaiannya adalah bahwa didalam penetapan persyaratan, penetapan suku bunga, penetapan 

pembayaran dan proses perizinan ada kekhususan dibanding dengan lembaga keuangan perbankan yang 

notabene tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga ketika akan melakukan perbuatan 

hukum dengan nasabah, maka betul-betul tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. 

Kata kunci : LembagaKeuanganMikro 

A. Pendahuluan 

Lembagakeuangan Bank merupakanlembagakeuangan yang 

diharapkandapatmenjadisumberpembiayaanutamabagipelakuekonomi yang 

membutuhkandanauntukmenunjangkegiatannya. Namundalammenjalankanfungsinya 

(mengumpulkandanmenyalurkandana) tersebut, 

perbankanmasihbelumbisamenjangkausemualapisanmasyarakatterutamamasyarakat 

yang berpenghasilanrendah, pengusahakecildanmikro. 

LKM merupakansumberalternatifpembiayaan yang 

mampumenjangkaukedaerahpelosok-pelosokpedesaan yang 

dalamkegiatannyayaitumenyediakanjasakeuangankepadamasyarakatberpenghasilanren

dahdanpengusahakecildanmikro yang tidakterlayaniolehperbankan. 

MerujukkepadaUndang-undangNomor 1 Tahun 2013 Tentang 

LKM
1
makalembagainimerupakanlembagayangmenjadibagiandaripenataanekonominas

ional
2
. Hal iniberartibahwadalamkegiatannya 

LKM turutsertadalammengambilbagianbagitercapainyakehidupanekonomi yang 

sejahtera, baikbagi orang-orang yang 

menjadianggotanyasendirimaupununtukNasabahdanmasyarakat di sekitarnya. LKM 

sebagailembagakeuangan yang 

khususdidirikanuntukmemberikanjasapengembanganusahadanpemberdayaanmasyarak

at, 

baikmelaluipinjamanataupembiayaandalamusahaskalamikrokepadaanggotadanmasyara

kat, pengelolaansimpanan, 

maupunpemberianjasakonsultasidalammengembangkanusaha yang tidaksemata-

matamencarikeuntungan. 

LKM yang seringdisebutsebagaipelaksanaekonomikerakyatanini, 

secaralebihtegasdirumuskandalamPasal 1 ayat (1)UULKMsebagaiberikut
3
: 

“LembagaKeuanganMikro yang selanjutnyadisingkat LKM 

adalahlembagakeuangan yang 

khususdidirikanuntukmemberikanjasapengembanganusahadanpemberdayaanmasyarak

at, 

baikmelaluipinjamanataupembiayaandalamusahaskalamikrokepadaanggotadanmasyara

kat, pengelolaansimpanan, maupunpemberianjasakonsultasipengembanganusaha yang 

tidaksemata-matamencarikeuntungan”. 

Dari pasaltersebuttersiratbahwalingkupusaha LKM 

serupadenganlingkupusahaperbankanyaitumemberikanjasapengembanganusahadanpe

mberdayaanmasyarakatbaikmelaluipinjamanataupembiayaankepadaanggotadanmasyar

                                                 
1
Undang-undangNomor 1 Tahun 2013 tentang LKM yang selanjutnyadisebut UULKM 

2
http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ART4-2c.pdf. Diaksespadaharisenintanggal 4 

Januari 2016 WIB 
3
Pasal 1 ayat 1 UULKM 

http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ART4-2c.pdf
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akat. 

Merujukpadatujuan LKM 

sepertidisebutkandiatasyaituinginmempermudahaksespendanaanskalamikrobagimasyar

akat, terutamamasyarakatmiskindan/atauberpenghasilanrendah, 

seharusnyadiaturtentangpersyaratanpemberipinjamanterhadapmasyarakatmiskin. 

Namun, dalam UULKM tidakmenyebutkansatupasalpun yang 

mengaturmengenaibagaimanapersyaratandanprosedurmasyarakatmiskindan/atauberpe

ngasilanrendahinidapatmengaksespendanaandari LKM. 

Apabilapersyaratanpinjaman yang diberikanoleh LKM samadenganpersyaratan 

yang diberikanoleh bank, yaitu5C (Character/watak, Capacity/kemampuan, 

Capital/modal, Collateral/jaminan, Condition/kondisi)
4
, 

makamasyarakatakankesulitanmengaksespinjamanataupermodalan. Apabila LKM 

itubukanperbankanmakaseharusnyadalampinjamanataupembiayaannyalebihmudahdant

idakberbelit. 

Denganpersyaratan yang dilakukanolehperbankan, 

makasudahjelasbahwamasyarakatmiskindan/atauberpenghasilanrendahakansulituntuk

mendapatkandanatersebut. Hal 

inidisebabkanmasyarakattidakmempunyaiagunan/jaminan yang harusterpenuhi, 

terlebihlagimasyarakatmiskinbukantidakmempunyaikemampuanuntukmembayar, 

melainkanmembutuhkantoleransiwaktudankemudahandalammengangsurpinjaman. 

B. LandasanTeori 

Dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia 

konstitusinegaramemberikanlandasanbagipenyusunandanpengelolaanekonominasional

dalamrangkamemberikankesejahteraankepadaseluruhwarganegaraRepublik Indonesia 

denganasasdemokrasiekonomi. JelashaliniditegaskandalamPasal 33 ayat (1) Undang-

UndangDasar 

1945
5
bahwaperekonomiandisusunsebagaiusahabersamaatasasaskekeluargaan

6
. 

Dalamarti yang lebihluas, dirumuskanpada Pasal 33 Ayat (4) UUD 45, 

bahwaperekonomiannasionaldiselenggarakanberdasarkanatasdemokrasiekonomidenga

nprinsipkebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, 

kemandirian, 

sertadenganmenjagakeseimbangankemajuandankesatuanekonominasional
7
. 

LKM dan lembaga keuangan pada umumnya sangat diperlukan dalam 

membangun ekonomi, sesuai dengan definisi lembaga keuangan tersebut, yaitu 

“Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk 

aset keuangan (financial assets)
8
” 

LKM yang sering disebut sebagai pelaksana ekonomi kerakyatan ini, secara 

lebih tegas dirumuskan dalamPasal 1 ayat (1)UULKMsebagaiberikut
9
: 

“LembagaKeuanganMikro yang selanjutnyadisingkat LKM 

adalahlembagakeuangan yang 

khususdidirikanuntukmemberikanjasapengembanganusahadanpemberdayaanmasyarak

                                                 
4
Zarmawis Ismail, Peran LKM (LembagaKeuanganMikro) Non-Bank dalamPembiayaan Usaha 

Mikr,.LIPI Press, Jakarta, 2014, hlm. 9 
5
Undang-UndangDasar 1945 selanjutnyadisebut UUD 45 

6
Pasal 33 ayat 1 UUD 45  

7
Pasal 33 ayat 4 UUD 45  

8
AbdulkadirMuhammad, LembagaKeuangandanPembiayaan,PT.CitraAdityaBakti, Bandung, 

2004, hlm. 3 
9
Pasal 1 ayat 1 UULKM 
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at, 

baikmelaluipinjamanataupembiayaandalamusahaskalamikrokepadaanggotadanmasyara

kat, pengelolaansimpanan, maupunpemberianjasakonsultasipengembanganusaha yang 

tidaksemata-matamencarikeuntungan”. 

Dari pasal tersebut tersirat bahwa lingkup usaha LKM serupa dengan lingkup 

usaha perbankan yaitu memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan 

masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dan masyarakat. 

C. HasilPenelitian Dan Pembahasan 

Dari mulaipersyaratan yang mengharuskanadanyaagunan, sukubunga yang 

hampirsamadenganlembagakeuanganperbankan, proses 

pembayaransamadenganperbankan. Makadapatdisimpulkanbahwa LKM 

samadengalembagakeuanganperbankan. Hal inidapatdilihatdaribanyak LKM yang 

sudaheksis,seperti Bank Desa, LumbungDesa, Bank Pasar, Bank 

Pegawai,BadanKreditDesa (BKD), BadanKreditKecamatan(BKK), Kredit Usaha 

Rakyat Kecil (KURK), LembagaPerkreditanKecamatan (LPK), Bank 

KaryaProduksiDesa (BKPD), Badan Usaha KreditPedesaan 

(BUKP),BaitulMaalwaTamwil (BMT), BaitulTamwilMuhammadiyah (BTM), 

dan/ataulembaga-lembagalainnya yang dipersamakandenganitu. 

Dengan demikian, hubungan hukum LKM dengan nasabah pada intinya sama 

dengan hubungan hukum bank dengan nasabah. Namun demikian apabila dikaitkan 

dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan 

rendah, bank pada umumnya sulit mencapai maksud tersebut, sehingga dalam analisis 

ini dapat dinyatakan bahwa LKM adalah bentuk bank yang berkarakteristik 

khusus.Letak kekhususannya ada pada persyaratan. Bahwa LKM dalam hal ini adalah 

ULaMM, memberikan persyaratan sesuai dengan hasil wawancara dengan kriteria 

bahwa calon nasabah harus memberikan atau melengkapi dokumen yang terdiri dari 

kartu identitas diri (KTP), Surat Nikah, Photo Copy Kartu Keluarga (KK) dan 

sertifikat atau jaminan. 

D. Kesimpulan 

KedudukanLembagaKeuanganMikro di 

dalamdoktrinlembagakeuanganmerupakanlembagakeuanganPerbankan. 

Pertimbangannyamulaidaripenetapanpersyaratan yang mewajibkanadanyaagunan, 

penetapansukubunga yang lumayanbesar, penetapanpembayaran yang 

harustepatpadawaktunyadan proses perizinan yang sama-

samaharusmendapatkanizindari Bank Indonesia dan OJK, samaantara LKM dan Bank. 

HubunganhukumLembagaKeuanganMikrodalamtujuannyatidaktercapai, karena 

di dalampenetapanpersyaratan, penetapansukubunga, penetapanpembayarandan proses 

perizinanadakekhususandibandingdenganlembagakeuanganperbankan yang 

tujuannyauntukmeningkatkannilaiperusahaan. 

Sehinggaketikaakanmelakukanperbuatanhukumdengannasabah, makabetul-

betultujuannyauntukmeningkatkanpendapatandankesejahteraanmasyarakat, 

terutamamasyarakatmiskindan/atauberpenghasilanrendah, 

dengancarapersyaratannyatidakterlalusulit, sukubungatidakterlalubesardan proses 

pembayarandiperingan. 

Walaupundalampraktekternyatamasihbanyakmasyarakatmengakseskepadatengkulak/re

ntenir.  
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